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PRAKATA 

 

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi diberbagai belahan 

dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dimana kemiskinan dapat memberikan 

dampak yang cukup luas, misalnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. 

Maka dalam konteks itu pemerintah berupaya untuk mengatasi kemiskinan, 

bahkan bank dunia dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) 

menempatkan masalah kemiskinan pada pilar pertama.  

Belakangan program SDGs  menjadi acuan dalam penyusunan rencana 

program pemerintah, selain itu pentingnya masalah kemiskinan untuk 

dientaskan setiap perode pemerintahan mendesain program, termasuk 

pemerintah daerah. Ada puluhan bentuk program yang dicanangkan 

pemerintah baik sifatnya program parsial maupun program kolaborasi. Dari 

sekian banyak program kolaborasi tentu ada yang efektif maupun kurang 

efektif. Maka tentunya untuk mengetahui efektifitas program maka diperlukan 

evaluasi, untuk melihat program mana yang paling efektif dan program yang 

perlu dievaluasi. 

Program kolaborasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di 

Gorontalo sendiri dipandang penting untuk dievaluasi, mengingat begitu 

banyaknya program maupun pembiayaan yang telah digelontorkan, namun 

angka kemiskinan masih tetap tinggi. Bahkan Provinsi Gorontalo ditempatkan 

sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Padahal 

diawal berdirinya sebagai provinsi sendiri lepas dari Sulawesi Utara 

penurunan angka kemiskinan cukup curam, seiring perkembangan waktu 

dimana program pengentasan kemiskinan makin banyak dan pembiayaan 

program makin besar tetapi penurunan angka kemiskinan makin landai.  

Buku ini disusun atas kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bappeda Provinsi Gorontalo dengan Lembaga Pengkajian, Penelitian 

Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. 

Mengingat pentingnya evaluasi ini maka penulis berharap ada masukan yang 

konstruktif agar evaluasinya dapat dimanfaatkan dalam merumuskan 

kebijakan kedepannya.  

Selesainya buku ini tentu tidak bisa berjalan sendirian, butuh kolaborasi 

serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak atas bantuan, masukan maupun koreksinya. Dan 

puncak terima kasih kami ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan 

rahmatNya sehingga dokumen evaluasi dapat tersusun dengan baik. 

 

Gorontalo, November 2023 

Penulis 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai 

belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dimana kemiskinan menjadi tantangan 

pembangunan, padahal pembangunan berkaitan dengan bagaimana ‘negara-

negara berkembang’ dapat menjadi lebih baik standar hidup mereka 

(Kingsbury, 2004). Agar kemiskinan tidak menjadi tantangan pembangunan 

membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya, karena itu dalam program 

pembangunan global yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs), 

kemiskinan ditempatkan sebagai pilar pertama yang perlu dibereskan, dengan 

kata lain bahwa SDGs memiliki tujuan yang besar, salah satu targetnya adalah 

memberantas kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 untuk semua orang di 

mana pun (Kamruzzaman, 2016). Dilihat dari indikator, penyebab dan definisi 

kemiskinan begitu luas, maka penanggulangannyapun membutuhkan 

penanganan multistakeholders secara sinergi, dengan memberikan bantuan 

tunai maupun non tunai agar seluruh warga negara mampu menikmati 

kehidupan yang layak. Menurut Slater (2011) dan Barrientos (2011), bantuan 

tunai merupakan bagian penting dan terus berkembang dalam program 

perlindungan sosial yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan 

kerentanan di negara-negara berkembang. 

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan 

keterlibatannya mendesain program untuk mempercepat penanggulangannya. 

Di Indonesia sendiri, kemiskinan secara geografis paling besar angkanya di 

wilayah perdesaan dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan, maka dari itu 

sejatinya penanganan kemiskinan selain ke manusiannya, juga wilayah 

sasaran diperkuat di perdesaan. Apalagi di Indonesia, jumlah penduduk yang 

bermukim di perdesaan jauh lebih besar dibanding penduduk perkotaan, 

kondisi serupa tentunya dialami oleh Provinsi Gorontalo. Bilamana dilihat 

pembentukan ekonomi Gorontalo sendiri didominasi oleh sektor pertanian, 

setiap tahun sektor ini menyumbang rata-rata 37 – 39 persen.  

Maka dalam konteks itu, di dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, strategi pengurangan tingkat 

kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Program 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terbaru 

dari Nugroho et al. (2021) mengungkapkan bahwa program pengentasan 

kemiskinan di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan masih 

berlanjut dengan berbagai varian program yang diluncurkan oleh pemerintah. 
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Program pengentasan kemiskinan dimaksudkan untuk meringankan 

pengeluaran rumah tangga dalam jangka pendek. Belakangan, pemerintah 

mengembangkan program yang lebih maju, seperti bantuan tunai bersyarat 

Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), dan bantuan sekolah Program 

Indonesia Pintar (PIP), untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Meskipun setiap 

program memiliki aspek yang unik, mereka juga memiliki beberapa tantangan 

yang sama, seperti penargetan yang buruk dan kurang saling melengkapi antar 

program antar level pemerintah. 

Kendala dalam pengentasan kemiskinan, yakni data tentang penduduk 

miskin yang kadangkala lambat diperbarui. Penambahan jumlah penduduk 

miskin akibat pandemi harus dimasukkan dalam data terkini dimana masih 

terjadinya inclusion dan exclusion error pada Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) dan masih perlu adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena belum adanya 

kepadanan antara DTKS dengan NIK penerima Jaring Pengaman Sosial. Ini 

terkait program jaring pengaman sosial yang akan digulirkan.  

Ketepatan dan kesesuaian target, menentukan sukses tidaknya program 

jaring pengaman sosial yang disalurkan. Upaya Jaring Pengaman Sosial ini 

adalah untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan 

peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Tidak kalah 

penting adalah pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi 

mikro dan kecil. Program ini menyasar utamanya pada level usaha mikro kecil 

menengah yang paling rentan terdampak akibat Covid-19. Mereka mesti 

dibuatkan program yang memungkinkan bertahan dalam kondisi krisis. Selain 

itu berupaya untuk menjalin sinergi program penanggulangan kemiskinan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 

Fokus berikutnya, yaitu permasalahan pendapatan pemerintah daerah di 

Provinsi Gorontalo yang masih relatif bergantung terhadap transfer 

pemerintah pusat, maka dari itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

pengentasan kemiskinan di daerah, sebab penelitian yang dilakukan oleh 

Nursini (2019) mengemukakan bahwa pendapatan pemerintah daerah dan 

transfer antar pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengurangan kemiskinan. Artinya, peningkatan pendapatan pemerintah dan 

transfer antar pemerintah di setiap daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal 

daerah yang dapat digunakan untuk mendanai program penanggulangan 

kemiskinan secara efektif. 

Maka dalam konteks itu, belanja pemerintah daerah sejatinya fokus 

mendanai program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 
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bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan, sementara OPD yang 

tidak terkait anggarannya dibatasi saja. Selain juga pentingnya melihat secara 

detil program OPD paling efektif yang dapat mengentaskan kemiskinan, 

program yang kurang efektif sebaiknya diganti (dihapus) dengan menggser 

anggaran ke program yang lebih efektif. Penelitian efektivitas program 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Tohari et al. (2019) 

yang memperkenalkan sistem penargetan terpadu, dalam penelitian tersebut 

mengevaluasi tiga program sosial terbesar di Indonesia secara bersamaan, 

yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Beras Miskin (Raskin) dan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan menggunakan sistem 

penargetan terpadu yang merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan 

untuk menyatukan kelayakan program, mengurangi kesalahan penargetan, 

dan meningkatkan komplementaritas program menunjukkan bahwa 

kemungkinan rumah tangga sasaran menerima ketiga program meningkat 

sebesar 117 persen. Analisis ini menjelaskan bahwa rumah tangga yang 

menerima ketiga program pelengkap memiliki pengeluaran per kapita 

setidaknya 30 poin persentase lebih tinggi daripada mereka yang tidak 

menerima sama sekali. 

Namun demikian, upaya penurunan angka kemiskinan seakan tidak ada 

artinya bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal itu disebabkan 

pada awal tahun 2020 adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut yang 

menyerang kesehatan tubuh manusia yang menyebabkan kematian, selain 

menyerang kesehatan manusia juga berdampak pada perekonomian 

masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait 

tingkat kemiskinan kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo dapat ditampilkan 

pada grafik berikut ini: 
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Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023 

Gambar 1.1 Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo 

 

Terlihat bahwa kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih relatif tinggi, 

hanya Kota Gorontalo yang tingkat kemiskinannya masih cukup rendah 

dibandingkan daerah lain. Rata-rata tingkat kemiskinan selama 2011 hingga 

2022 untuk Kabupaten Boalemo masih 20.42 persen, Kabupaten Gorontalo 

19.93 persen, Kabupaten Pohuwato sebesar 19.99 persen, Kabupaten Bone 

Bolango 16.99 persen, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 18.23 persen, Kota 

Gorontalo 5.79 persen serta Provinsi Gorontalo masih 16.91 persen secara 

rata-rata selama sebelas tahun terakhir. 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota 

diberikan kewenangan (urusan) yang cukup luas, termasuk program 

pengentasan kemiskinan. Di bidang ekonomi, perencanaan pembangunan 

menjadi kewenangan penuh bagi pemerintah kabupaten/kota. Model dan 

desain pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada mereka, demikian 

halnya pembiayaan pengentasan kemiskinan lewat mekanisme Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kewenangan di daerah. 

Hanya saja postur APBD di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia, 

termasuk Gorontalo rata-rata belanja publik jauh lebih kecil secara proporsi 

dibandingkan belanja pegawai, boleh jadi dengan performa anggaran seperti 

itu kondisi kemiskinan penurunannya kurang signifikan. 
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Menghadapi situasi tersebut diperlukan kebijakan affirmatif untuk 

membangun konektivitas kebijakan menangulangi kemiskinan baik yang ada 

di Kabupaten/Kota maupun yang di pemerintah Provinsi Gorontalo, namun 

dibutuhkan langkah-langkah yang tepat. Jika selama ini pemerintah Provinsi 

Gorontalo telah merumuskan program unggulan (Pendidikan Gratis, 

Kesehatan Gratis, Pembangunan Infrastuktur Dasar dan Ekonomi 

Kerakyatan) pada dasarnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Gorontalo. Hanya saja implementasi program tersebut masih 

dampaknya masih terbatas untuk mengurangi angka kemiksinan, karena itu 

diperlukan rumusan kebijakan yang efektif mengurangi angka kemiskinan 

dengan menyusun kerangka Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah 

(SPKD). 
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